
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan keputusan di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian pada
perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dibutuhkan
data dari hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
unit/satuan kerja perangkat daerah;

b. bahwa untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan,
nomenklatur jabatan dan penyusunan uraian tugas perlu
dilakukan analisis jabatan;

c. bahwa untuk menentukan kebutuhan formasi jabatan perlu
dilakukan analisis beban kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi
pemerintah.

7. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan  pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.
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8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan  pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi
Pemerintah.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

11. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

12. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan
penyusunan data Jabatan menjadi informasi Jabatan.

13. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis
untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja
organisasi berdasarkan volume kerja.

Pasal 2

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam memperoleh informasi Jabatan
secara lebih tepat dan akurat serta memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan
akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS
berdasarkan struktur organisasi masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
bertujuan untuk:

a. menjadi dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS di
lingkungan Pemerintah Daerah, digunakan untuk kepentingan kelembagaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas; dan

b. penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi sesuai beban kerja masing-masing.

BAB II

KEGUNAAN

Pasal 3

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:

a. perencanaan kebutuhan PNS;

b. rekrutmen PNS;

c. penempatan PNS;

d. pengendalian PNS;
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e. pendidikan dan pelatihan PNS;

f. pengembangan PNS; dan

g. kesejahteraan PNS.

(2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap Jabatan
Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

a. beban kerja;

b. standar kemampuan rata-rata; dan

c. waktu kerja.

(3) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah
Daerah tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan
Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata
Laksana.

Pasal 6

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembina Kepegawaian
membentuk Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

(2) Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 4 November 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 November 2020

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 45.
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI  LINGKUNGAN KABUPAEN PENAJAM PASER UTARA

REKAP HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO NAMA KELOMPOK INSTANSI/SKPD/UPTD
ABK

GAP
PEGAWAI EXISTING KEBUTUHAN RIIL

1
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

a. Asisten Pemerintahan dan
Kesra 31 39 -8

b. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan 30 35 -5

c. Asisten Administrasi Umum 52 61 -2
2 SEKRETARIAT DPRD 33 35 -2
3 DINAS KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 767 1145 -378

LEMBAGA TEKNIS DAERAH 235 308 -73
4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 184 362 -178
5 LEMBAGA LAIN 63 78 -15
6 KECAMATAN 200 287 -87
7 UPTD 2098 2224 -126

JUMLAH 3662 4535 -866

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI  LINGKUNGAN KABUPAEN PENAJAM PASER UTARA

DAFTAR RINCIAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO INSTANSI
ABK

GAPPEGAWAI
EXISTING

KEBUTUHAN
RIIL

1 2 3 4 6 5

A.
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat :

1 Bagian Pemerintahan 9 12 -3
2 Bagian Hukum 10 12 -2
3 Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 15 -3

Jumlah 31 39 -8
Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

4 Bagian Perekonomian 8 8
5 Bagian Pembangunan 9 12 -3
6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 13 15 -2

Jumlah 30 35 -5
Asisten Administrasi Umum

7 Bagian Humas dan Protokol 19 20 -1
8 Bagian Umum dan Keuangan 23 28 -5
9 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 10 13 -3

Jumlah 52 61 -9
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B. SEKRETARIAT DPRD 33 35 -2

C. DINAS KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 69 69 0
2 Dinas Kesehatan 63 103 -40
3 Dinas PU dan Penataan Ruang 49 56 -7

4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan 31 41

-10

5 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan 84 119

-35
6 Dinas Sosial 24 44 -20
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25 36 -11

8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 27 56

-29
9 Dinas Ketahanan Pangan 28 46 -18
10 Dinas Lingkungan Hidup 36 48 -12
11 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 27 41 -14
12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22 31 -9
13 Dinas Perhubungan 40 51 -11
14 Dinas Komunikasi dan Informasi 39 65 -26

15 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan 28 43

-15

16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 30 36

-6
17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 22 33 -11
18 Dinas Perpustakaan dan Arsip 19 42 -23
19 Dinas Perikanan 25 52 -27
20 Dinas Pertanian 79 133 -54

Jumlah 767 1145 -378

D. LEMBAGA TEKNIS DAERAH
1 Inspektorat 42 45 -3

2 Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan 42 52

-10
3 Badan Keuangan 62 80 -18
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4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia 28 39

-11
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 42 59 -17
6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 19 33 -14

Jumlah 235 308 -73

E. RUMAH SAKIT DAERAH
1 RSUD Putri Aji Botung 184 362 -178

0
0

F. LEMBAGA LAIN 0
1 Satuan Polisi Pamong Praja 63 78 -15

G. KECAMATAN
1 Kecamatan Penajam 115 166 -51
2 Kecamatan Waru 24 31 -7
3 Kecamatan Babulu 21 28 -7
4 Kecamatan Sepaku 40 62 -22

Jumlah 200 287 -87
JUMLAH TOTAL 1595 2350 -755

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI  LINGKUNGAN KABUPAEN PENAJAM PASER UTARA

DAFTAR RINCIAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO INSTANSI
ABK

GAPPEGAWAI
EXISTING

KEBUTUHAN
RIIL

1 2 3 4 5
A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 UPTD PU Kecamatan Penajam 5 8 -3
2 UPTD PU Kecamatan Waru 5 7 -2
3 UPTD PU Kecamatan Sepaku 4 7 -3
4 UPTD PU Kecamatan Babulu 5 8 -3
5 UPTD Labotorium dan Alat Berat 2 4 -2

Jumlah 21 34 -13
B. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

UPTD Pemuda dan Olahraga 1 1 0
TKN Pembina Penajam 11 0 11
TKN Pembina Babulu 7 0 7
TK Handayani III 1 1 0
TK Handayani IV 1 1 0
TK Handayani VI 1 1 0
TK Manuntung 1 1 0
TK Kemala Bhayangkari 1 1 0
SD Negeri 001 Penajam 2 2 0
SD Negeri 002 Penajam 19 19 0
SD Negeri 003 Penajam 24 24 0
SD Negeri 004 Penajam 14 14 0
SD Negeri 005 Penajam 28 28 0
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NO INSTANSI
ABK

GAPPEGAWAI
EXISTING

KEBUTUHAN
RIIL

1 2 3 4 5
SD Negeri 006 Penajam 11 11 0
SD Negeri 007 Penajam 14 14 0
SD Negeri 008 Penajam 9 9 0
SD Negeri 009 Penajam 17 17 0
SD Negeri 011 Penajam 11 11 0
SD Negeri 012 Penajam 9 9 0
SD Negeri 013 Penajam 20 20 0
SD Negeri 014 Penajam 18 18 0
SD Negeri 015 Penajam 9 9 0
SD Negeri 016 Penajam 16 16 0
SD Negeri 017 Penajam 22 22 0
SD Negeri 018 Penajam 10 10 0
SD Negeri 019 Penajam 8 8 0
SD Negeri 020 Penajam 13 13 0
SD Negeri 021 Penajam 10 10 0
SD Negeri 022 Penajam 8 8 0
SD Negeri 023 Penajam 10 10 0
SD Negeri 024 Penajam 17 17 0
SD Negeri 025 Penajam 11 11 0
SD Negeri 026 Penajam 17 17 0
SD Negeri 027 Penajam 18 18 0
SD Negeri 028 Penajam 16 16 0
SD Negeri 029 Penajam 19 19 0
SD Negeri 030 Penajam 13 13 0
SD Negeri 031 Penajam 12 12 0
SD Negeri 032 Penajam 12 12 0
SD Negeri 033 Penajam 15 15 0
SD Negeri 034 Penajam 9 9 0
SD Negeri 035 Penajam 11 11 0
SD Negeri 036 Penajam 8 8 0
SD Negeri 037 Penajam 17 17 0
SD Negeri 038 Penajam 12 12 0
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NO INSTANSI
ABK

GAPPEGAWAI
EXISTING

KEBUTUHAN
RIIL

1 2 3 4 5
SD Negeri 039 Penajam 10 10 0
SD Negeri 040 Penajam 8 8 0
SD Negeri 001 Babulu 16 16 0
SD Negeri 002 Babulu 10 10 0
SD Negeri 003 Babulu 11 11 0
SD Negeri 004 Babulu 12 12 0
SD Negeri 005 Babulu 13 13 0
SD Negeri 006 Babulu 18 18 0
SD Negeri 007 Babulu 8 8 0
SD Negeri 008 Babulu 13 13 0
SD Negeri 009 Babulu 8 8 0
SD Negeri 010 Babulu 17 17 0
SD Negeri 011 Babulu 9 9 0
SD Negeri 012 Babulu 9 9 0
SD Negeri 013 Babulu 8 8 0
SD Negeri 014 Babulu 9 9 0
SD Negeri 016 Babulu 8 8 0
SD Negeri 017 Babulu 10 10 0
SD Negeri 018 Babulu 10 10 0
SD Negeri 019 Babulu 9 9 0
SD Negeri 020 Babulu 16 16 0
SD Negeri 021 Babulu 10 10 0
SD Negeri 022 Babulu 9 9 0
SD Negeri 023 Babulu 10 10 0
SD Negeri 001 Sepaku 9 9 0
SD Negeri 002 Sepaku 8 8 0
SD Negeri 003 Sepaku 9 9 0
SD Negeri 004 Sepaku 10 10 0
SD Negeri 005 Sepaku 9 9 0
SD Negeri 006 Sepaku 13 13 0
SD Negeri 007 Sepaku 8 8 0
SD Negeri 008 Sepaku 8 8 0
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NO INSTANSI
ABK

GAPPEGAWAI
EXISTING

KEBUTUHAN
RIIL

1 2 3 4 5
SD Negeri 009 Sepaku 9 9 0
SD Negeri 010 Sepaku 12 12 0
SD Negeri 011 Sepaku 8 8 0
SD Negeri 012 Sepaku 12 12 0
SD Negeri 013 Sepaku 8 8 0
SD Negeri 014 Sepaku 16 16 0
SD Negeri 015 Sepaku 13 13 0
SD Negeri 016 Sepaku 11 11 0
SD Negeri 017 Sepaku 8 8 0
SD Negeri 018 Sepaku 9 9 0
SD Negeri 019 Sepaku 14 14 0
SD Negeri 020 Sepaku 17 17 0
SD Negeri 021 Sepaku 11 11 0
SD Negeri 022 Sepaku 9 9 0
SD Negeri 023 Sepaku 9 9 0
SD Negeri 024 Sepaku 9 9 0
SD Negeri 001 Waru 17 17 0
SD Negeri 002 Waru 18 18 0
SD Negeri 003 Waru 8 8 0
SD Negeri 004 Waru 16 16 0
SD Negeri 005 Waru 18 18 0
SD Negeri 006 Waru 12 12 0
SD Negeri 007 Waru 8 8 0
SD Negeri 008 Waru 8 8 0
SD Negeri 009 Waru 8 8 0
SD Negeri 010 Waru 9 9 0
SD Negeri 011 Waru 14 14 0
SD Muhammadiyah 1 Penajam 1 1 0
SMP Negeri 1 Penajam 29 29 0
SMP Negeri 2 Penajam 20 20 0
SMP Negeri 3 Penajam 18 18 0
SMP Negeri 4 Penajam 20 20 0
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NO INSTANSI
ABK

GAPPEGAWAI
EXISTING

KEBUTUHAN
RIIL

1 2 3 4 5
SMP Negeri 5 Penajam 28 28 0
SMP Negeri 6 Penajam 12 12 0
SMP Negeri 7 Penajam 13 13 0
SMP Negeri 8 Penajam 13 13 0
SMP Negeri 9 Penajam 13 13 0
SMP Negeri 10 Penajam 18 18 0
SMP Negeri 11 Penajam 17 17 0
SMP Negeri 12 Penajam 10 10 0
SMP Negeri 13 Penajam 16 16 0
SMP Negeri 14 Penajam 8 8 0
SMP Negeri 15 Penajam 8 8 0
SMP Negeri 16 Penajam 8 8 0
SMP Negeri 17 Penajam 8 8 0
SMP Negeri 18 Penajam 7 8 -1
SMP Negeri 19 Penajam 5 13 -8
SMP Negeri 20 Penajam 8 10 -2
SMP Negeri 21 Penajam 10 10 0
SMP Negeri 22 Penajam 11 10 1
SMP Negeri 23 Penajam 9 22 -13
SMP Negeri 24 Penajam 1 12 -11
SMP Negeri 25 Penajam 4 14 -10
SMP Dharma Husada Penajam 2 2 0
SMP ITCI PPU 1 1 0
SMP Muhammadiyah 1 PPU 4 4 0
SMP Muhammadiyah 2 PPU 1 1 0

Jumlah 1502 1528 -26

B. Dinas Kesehatan
UPTD Puskesmas Penajam 84 92 -8
UPTD Puskesmas Petung 68 75 -7
UPTD Puskesmas Sotek 47 55 -8
UPTD Puskesmas Waru 55 61 -6
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NO INSTANSI
ABK

GAPPEGAWAI
EXISTING

KEBUTUHAN
RIIL

1 2 3 4 5
UPTD Puskesmas Sebakung Jaya 42 50 -8
UPTD Puskesmas Gunung Intan 35 43 -8
UPTD Puskesmas Babulu 44 52 -8
UPTD Puskesmas Maridan 36 44 -8
UPTD Puskesmas Sepaku I 45 52 -7
UPTD Puskesmas Sepaku III 41 49 -8
UPTD Puskesmas Semoi II 39 47 -8
UPTD Jamkesda 15 15 0

Jumlah 551 635 -84

C. Dinas Perhubungan
UPTD Pelabuhan Buluminung 2 2 0
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 11 11 0

Jumlah 13 13 0

D. Dinas Pertanian
UPTD Balai Benih dan Hortikultura 4 4 0
UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi 2 3 -1
UPTD Rumah Potong Hewan 2 3 -1

Jumlah 8 10 -2

E. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
UPTD Pasar Induk Penajam 3 4 -1

Jumlah 3 4 -1
Jumlah Total 2098 2224 -126

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD


